GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi
Vol.3, No.4 Oktober 2023

e-ISSN: 2962-3987; p-ISSN: 2962-4428, Hal 274-296
DOI: https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.881

OPEN/~ ACCESS

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada KPP Pratama Maumere

Kristina Febiyanti Nona Cindri
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Wilhelmina Mitan
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Emilianus Eo Kutu Go’o
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

J. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur

Abstract. This study aims to examine the effect of implementing the e-filing system, outreach and tax sanctions on
individual taxpayer compliance. The population in this study is an individual taxpayer at the Pratama Maumere
Tax Service Office in 2022 with a total of 113,653 people. This type of research is a quantitative research by
distributing questionnaires. The sampling technique used in this study was accidental sampling, namely a
sampling technique from members of the population based on coincidence, that is, anyone who coincidentally
meets the researcher and the person met by chance is suitable and in accordance with the criteria can be used as
a data source. The number of samples in this study were 100 individual taxpayer respondents. The analytical
method used is multiple linear regression analysis with the SSPS program. The results of the study show that the
application of efiling has a significant effect on individual taxpayer compliance, tax socialization has a
significant effect on individual taxpayer compliance, and tax sanctions have a significant effect on individual
taxpayer compliance, and the application of e-filing, socialization and tax sanctions are the same - equally affect
the compliance of individual taxpayers.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-filing, sosialias dan sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam pendlitian ini merupakan wajib pajak
orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere pada tahun 2022 sebanyak 113.653 orang. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitianini adalah accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi
berdasarkan pada kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan orang yang
kebetulan ditemui tersebut cocok dan sesuai dengan kriteria maka dapat digunakan sebagal sumber data. Jumlah
sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda dengan program SSPS. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan e-
filing berpengaruh signifikanterhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta penerapan e-filing, sosidisas dan sanksi perpajakan sama-sama
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang mempunyai pendapatan yang
meningkat dari tahun ke-tahun untuk pelaksanaan pembangunan. Dalam memenuhi semua
fasilitas dan mencapai kemakmuran bagi masyarakat diperlukan kerja sama antar kedua belah
pihak. Salah satu peran pemerintah yang menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan dan
mengatur warga negaranya dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan diseluruh
wilayah. Salah satu peran masyarakat adalah dalam bentuk iuran yang dipungut bersifat
memaksa yaitu pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan, secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Unsur penerimaan pajak mempunya peran yang sangat besar dalam
pembangunan nasioanal, tetapi bukan hanya pembangunan nasional yang diperlukan
melainkan juga untuk kesgahteraan masyarakat dan kemakmuran mulai dari sektor
pendidikan, kesehatan, dan industri. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin stabilitas
nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya dan melaksakan pembangunan
demi pemerataan diseluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara sendiri bersumber dari
berbagai hal mulai sumber daya alam, badan usaha milik negara, hingga iuran yang dipungut
pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat ialah pajak.

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga
negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara
tidak memberikan kontra prestass secara langsung kepada pembayar pajak. Usaha
meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain
tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha membayar
kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masi banyak wajib pajak yang
tidak melaporkan dan membayar pajaknya.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi menekankan pada bagai manaindividu menafsirkan berbagai kejadian dan
bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku meraka. Teori ini digunakan untuk
menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Perilaku wajib
pajak dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu kesadaran,dan kemauan yang ada dalam diri
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sendiri dan faktor eksternal yaitu wajib pajak melaksanakan kewagjiban karena adanya sistem
e-filing yang membantu, sosialisasi perpajakan yang baik sehingga membuat wajib pagjak rutin
memenuhi kewajibannya serta sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendisiplinkan
wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya

Hubungan teori atribusi terhadap penelitian ini adalah dimanateori atribusi adalah teori
yang menjelaskan tentang perilaku mereka dan relasi mereka terhadap peristiwa yang terjadi
disekitar mereka. Perilaku yang dimaksud dalam hal ini yaitu dimana perilaku wajib pajak
dalam menjalankan kewajiban perpajakannyayang berasal dari kemauan atau kesadaran dalam
diri sendiri untuk melaksanakan kewajibannya mulai dari mendaftarkan diri, membayar pajak
terutang hingga menyetor kembali SPT tahunan.
Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pgjak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenunhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan,
investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun
administrasi (Putri, 2017:94). Kepatuhan dalam penelitian ini didefenisikan sebagai suatu
keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pgjak dengan lengkap dan jelas,
menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak terutang tepat pada
waktunya.

Menurut Rahayu (1029:35) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah
tindakan wajib pagjak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu Negara.
Sedangka menurut Thomas Sumarsan (2017:9), wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melaksanakan kewgjiban
perpaj akan.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti diatas mengenai kepatuhan wajib pajak maka
dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu tindakan wajib pagjak untuk
memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan
yang telah ditetapkan (Nona Cindri, 2023).

Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2019:7) terdapat dua macam kepatuhan,yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan material.
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1. Kepatuhan forma adalah kepatuhan pajak yang bersifat formal dimana Wgjib Pajak
memenuhi  kewagjiban perpgjakannya sesuai dengan ketentuan perpgakan yang
berlaku.

2. Kepatuhan material meliputi kepatuhan formal, apabila wajib pajak yang memenuhi
kepatuhan material dapat mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan
ketentuan dan melaporkan SPT tersebut dengan tepat waktu.

Pengertian E-Filing

Menurut Pratiwi (2017:63) Elektronik filing atau e-filing merupakan sebuah sistem
yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak (Surat Pemberitahunan/SPT) dan
penyampaian perpanjangan SPT Tahunan secaraelektronik melalui penyediajasaaplikasi yang
dilakukan secara online dan real time. Pelapor akan melaporkan pajaknya harus memiliki
Elektronic Filing Indentity Number (EFIN) sebelum melakukan pelaporan pajak SPT.
Penyedia jasa aplikasi atau penyedia layanan pajak merupakan pihak yang telah ditunjuk
xuntuk menyelenggarakan layanan terkait proses penyampaian e-filing. Pihak tersebut juga
bertugas sebagai penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik.

Menurut Fidel (2010:56) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan
melalui sistem online dan real time. E-filing dijelaskan oleh Gita (2010:67) sebagai suatu
layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui
internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyediajasa aplikas kepada kantor pajak
dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir
laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti diatas mengenai e-filing maka dapat
dismpulkan bahwa e-filing merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam penyampaian
SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan secara elektronik atau online sehingaa wajib pajak tidak
perlu lagi datang ke kantor untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melainkan dapat
melakukannya dimana sgja asal terhubung dengan internet (Nona Cindri, 2023).

Penerapan E-Filing

E-Filing adalah sistem untuk mengirimkan dokumen pajak kepada depertemen pajak
penghasilan melalui internet atau koneks langsung, biasanya tanpa perlu menyerahkan
dokumen dalam bentuk kertas (Kusumayanthi,2019:93). Sistem e-filing merupakan sebuah
sistem administrasi yang digunakan dalam penyampaian SPT secara elektronik. Sistem ini
menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktor jendral Pajak agar wajib pajak dapat
melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan sgja (Mahendra, 2020:83). Wajib pajak yang

selanjutnya akan memandang bahwa sistem ini meberikan manfaat bagi dirinya hal ini akan

277 ~ GEMILANG - VOLUME 3, NO. 4, OKTOBER 2023



e-ISSN: 2962-3987; p-ISSN: 2962-4428, Hal 274-296

membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pgjak yang selanjutnya akan meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPTnya. E-filing adalah suatu cara
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara online dan real time
melalui internet di website Direktorat Jendral Pajak (htt://www.pgjak.go.id) atau Peyedia
Layanan SPT Elektronik atau Aplication Service Provider (ASP). Layanan E-filing melalui
situs Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online. Untuk penyampain
laporan SPT Pgjak lainnya,E-filing di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT
berupa Loarder e-SPT,SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara
online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pgjak (KPP), (Suandy, 2016:162).

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal
kuantitaitif. Penelitian kausal merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui
hubungan antara variabel independen dan kaintannya dengan variabel dependen. Penelitian ini
mengacu pada hubungan kasual dimana menunjukan hubungan yang bersifat sebab akibat
dengan menunjukan adanya variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel
dependen (dipengaruhi). Dalam penelitian ini penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan dan
sanks perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel
dependen. Menurut Sugiyono (2018;13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang
berlandaskan pada data-data konkrit,atau data penelitian yang berupa angka-angka yang akan
diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.
Tempat dan Waktu
Tempat

Lokas dalam penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pgjak (KPP) Pratama
Maumere yang terletak di J. Eltari, Kota Uneng, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara
Timur.
Waktu

Waktu dalam penelitian ini adalah 1 bulan terhitung dari tanggal 07 Juni sampai dengan
tanggal 07 Juli 2023.
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Populasi dan Sampel
Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelgari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah
jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Maumere pada tahun 2022
sebanyak 113.653 orang.
Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel bagian dari populasi yang menjadi sumber data
dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang di miliki
oleh populasi. Apayang di pelajari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk
populasi. Untuk itu sampel yang di ambil harus betul-betul mewakili dan harusvalid, yaitu bisa
mengukur suatu yang seharusnya di ukur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel pengambilan
sampel dari anggota populasi yang berdasarkan pada kebetulan,yaitu siapa sgja yang secara
kebetulan bertemu dengan peneliti dan orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok dan
sesuai dengan kriteriamaka dapat digunakan sebagai sumber data. Teknik pengambilan sampel

ini menggunakan rumus slovin:

N
n=—-——--
1+N. (e?)

Keterangan:
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populas
e? = Persen kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel yang
masih dapat di telorir.
Adapun perhitungan penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
_ N
=T~ (e)2

_ 113.653
T 1+113.653 (0,1)2

_ 113.653
1.137,53

n=99,9
Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99,9 responden dan mengalami

pembulatan menjadi 100 responden.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah KPP Pratama Maumere

Kantor Pelayanan Pagjak (KPP) semula bernama Kantor Dinas Luar Pgjak Tingkat |1
(KDLP tk 11) Maumere. Namun pada tahun 1989 ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pajak
berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK.01/1989
tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pajak. Pada saat
itu KPP Pratama M aumere berada dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Bali, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 1994 KPP Pratama Maumere ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pagjak
tipe B yang memilki 5 wilayah kerja yaitu Kabupaten Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai
dan Ngada. Dalam menjalankan kegiatan operasinya K PP dibantu dengan Kantor Penyuluhan
Pajak Maumere, Ende, Larantuka, Ruteng, dan Bgawa. Tahun 2008 merupakan titik awal
modernisasi yang terjadi dilingkungan Direktorat Jendral Pajak yang merupakan bagian dari
lingkungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Seiring dengan modernisasi perpgjakan terbentuklah KPP Pratama Maumere yang
berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 67/PMK/2008. Saat ini KPP Pratama
Maumere berada di J. Eltari Maumere, Kabupaten Sikka. Wilayah kerja KPP Pratama
Maumere sekarang meliputi Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten
Lembata. KPP Pratama Maumere dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani
Wajib Pajak dibantu oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) Larantuka
Kabupaten Flores Timur.

Tugas dan Fungsi KPP Pratama Maumere

Berdasarkan peraturan Mentri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama Maumere memiliki
tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pgjak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pgjak penjualan atas Barang Mewah, Pgak Tidak
Langsung Lainnya, Pgjak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan
peraturan Perundang-undangan.

KPP Pratama Maumere dalam menjalankan tugas diatas juga menyelenggarakan
fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, Penerimaan dan Pengolahan Data

2. Pengamatan Potensi Perpajakan

3. Penyajian Informasi Perpajakan

4. Pendataan Objek dan Subjek Pajak
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5. Penerimaan Objek Pgjak Bumi Dan Bangunan

6. Penetapan dan Penerbitan Produk Hukum Pajak

7. Pengadministrasian Dokumen dan Berkas Pemberitahuan

8. Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

9. Penerimaan dan Pengolahan Surat Lainnya

10. Penyuluhan Perpgjakan

11. Pelayanan Perpajakan

12. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak

13. Pelaksanaan Ekstensifikasi

14. Penatausahaan Piutang Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak

15. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

16. Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

17. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan

18. Pembetun K etetapan Pajak

19. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

20. Pelaksanaan Adminitrasi Kantor
Vis dan Misi KPP Pratama Maumere
Vis

Visi KPP Pratama Maumere yaitu menjadi KPP dengan Pelayanan terbaik dalam
menghimpun penerimaan Negara demi tercapainyavisi dan misi DJP dan berkontribusi positif
untuk kemajuan daerah Sikka, Flores Timur dan Lembata.
Misi
Menjamin penyelenggaraa pelaksanaan dan pengawasan Wajib Pagjak yang paripurna

dengan:

1. Menjangkau, menyapa, membimbing dan mengedukasi Wajib Pajak dengan

memanfaatkan teknologi informasi

2. Mengawasi Keputusan Wajib Pgjak dengan Prinsip Follow The Money

3. Bekerjadengan “Cinta” dan “Manise”
Hasil Penelitian
Karakteristik Responden

Analisa karakteristik responden diolah berdasarkan jawaban responden yang diperoleh
saat melakukan penelitian dengan teknik wawancara dalam bentuk kuisioner. Setelah informas
dan data dikumpulkan, disederhanakan pencatatannya baik dalam bentuk koding maupun
tabulas sehingga dapat dianalisis karakteristik responden. Karakteristik responden yang
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digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari segi nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir dapat
dilihat dan dijabarkan sebagai berikut:
Karakteristik Responden Ber dasar kan JenisKelamin
Berdasarkan jenis kelamin responden terdiri atas 2 kelompok yaitu kelompok laki-laki
dan perempuan. Tabulas dan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel .1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No | Keterangan Jumlah

1 | Laki-laki 45

2 | Perempuan 55
Total 100

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
adalah untuk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dan untuk yang brjenis kelamin
perempuan sebanyak 55 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pada KPP Pratama
Maumere banyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 55 orang.

Karakteristik Responden Menurut Usia

Berdasarkan kelompok usia, responden dikategorikan kedalam 4 kelompok dari
kelompok usia 21-30, kelompok usia 31-40, kelompok usia 41-50, dan kelompok usia 51-60.
Distribusi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel .2 Karakteristik Responden Menurut Usia

No | Kelompok Usia Total
1 21-30 16
2 31-40 20
3 41-50 32
4 51-60 12
Jumlah 100

Sesuail tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan kelompok usia dari 21-30
tahun sebanyak 16 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 20 orang, usia 41-50 tahun sebanyak 32
orang, dan usia 51-60 tahun sebanyak 12 orang.
Analisis Data
Analisis Deskriptif

Sebagai mana diuraikan sebel umnya bahwa tujuan analisis data secara deskriptif adalah
untuk menggambarkan bagaimana tanggapan responden untuk masing-masing indikator
maupun secara total untuk variabel tersebut. Hasil jawaban tersebut selanjutnya digunakan

untuk melihat tendensi jawaban responden mengenai kondis masing-masing indikator
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penelitian. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel didalam penelitian ini,

digunakan rentang skala pada tabel berikut:

Tabel .3 Pencapaian Skor Maksimum Untuk Persepsi Responden

No | Klasifikas Presentase Pencapaian
Skor Maksimum

1. | Sangat Tidak Baik 20% - 30%

2. | Tidak Baik 36% - 52%

3. | Cukup 52% - 68%

4. | Bak 68% - 84%

5. | Sangat Baik 84% - 100%

Sumber : Levis (2013 : 173)

Uji Kualitas Data
Uji Validitas

Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1), terdiri atas 11 item pernyataan, Variabel
Sosiadlisas Perpajakan (X2) terdiri dari 10 pernyataan, Variabel Sanksi Perpajakan (X3) terdiri
dari 8 pernyataan dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri atas 13 item pernyataan.
Hasil uji validitas dengan menggunakan sistem SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukan pada

tabel 4 berikut:
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Tabel .4 Hasil Uji Validitas Data Variabel Penerapan Sistem E-Filing

No

Indikator

Dengan diterapkan sistem e-filing
mempermudah

dalam menjalankan kewajiban
perpajakan

Corrected
Item-Total
Correlation

0,788

Kriteria
Uji
Validitas
0,05

K eterangan

Valid

Dengan diterapkan sistem e-filing data
yang disampaikan selalu lengkap

0, 780

0,05

Valid

Sistem e-filing mempermudah untuk
melaporkan SPT Tahunan

0,822

0,05

Valid

Dengan diterapkan sistem e-filing
wajib pajak tidak perlu pergi dan
mengantri di kantor pagak untuk
menyampaikan SPT Tahunan

0,887

0,05

Valid

Dengan adanya e-filing, wajib pajak
dapat melaporkan SPT Tahunan
kapanpum ketika memiliki waktu
luang

0,769

0,05

Valid

Dengan diterpakan sistem e-filing
wajib pajak dapat menyampaikan SPT
Tahunan dimanapun ketika terhubung
internet

0,828

0,05

Valid

Dengan diterpakannya e-filing wajib
pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk
melaporkan pajaknya

0,821

0,05

valid

Dengan diterapkan sistem e-filing
mempermudah dalam pengisian SPT

0,788

0,05

valid

Sistem e-filing lebih ramah lingkungan
karena meminimalisir penggunaan
kertas

0,867

0,05

valid

10

Dengan diterapkan sistem e-filing,
dokumen pelengkap tidak perlu
dikirim lagi kecualo diminta oleh
Kantor Pajak

0,850

0,05

valid

11

Dengan diterapkan sistem e-filing tidak
perlu mencetak semua formulir
lampiran

0,773

0,05

valid

Sig< = Valid

Sumber: Data Diolah, 2023
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Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan pearson correlation. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat
signifikansi di bawah 0,05

Dari data pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing
indikator variabel latar belakang pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini < tingkat o
yang digunakan yakni 0,05 (sig < a = 0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam
penelitian ini.

Tabel .5 Uji Validitas Data Variabel Sosialisasi Per pajakan

No Indikator Corrected Kriteria | Keterangan
[tem-Total Uji
Correlation | Validitas

1 Saya sering bersosialisasi/berinteraksi 0,813 0,05 Vvalid

kepada petugas KPP  ketika
melakukan sosialisas  (penyuluhan,
informasi  tentang pajak, peraturan
pajak, dan lain-lain

2 Saya sering mengikuti sosialisas 0,734 0,05 valid
perpajakan ketika KPP
menyel enggrakan sosidisas
perpajakan

3 Petugas sering melakukan sosialisas 0,701 0,05 valid
perpgjakan langsung ke tempat-
tempatsaya melakukan usaha

4 Bentuk sosiaslisas yang dilakukan 0,856 0,05 valid
oleh petugas/aparat pajak melalui
berbagai media, bak media
elektronilk maumpun media masa
bahkan sampai melakukan
penyuluhan ke daerah-daerah tertentu
yang dianggap berpotensi pajaknya
tinggi dan membutuhkan informasi
yang lengkap dan terjamin
kelengkapanya.

5 Pemasangan billboard atau spanduk 0,813 0,05 Vvalid
dipinggir jalan atau ditempat-tempat
strategis lainnya yang berisi pesan
singkat tentang perpajakan yang
mudah dimengerti dan menarik
sehingga mampu menyampaikan
tujuannya dengan baik
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6 | Media sosialiasasi dalam 0,827 0,05 valid
menyampaikan informasi harus dapat
diakses internet setiap saata dengan
cepat dan mudah sertainformasi yang
diberikan sangat lengkap, akurat,
terjamin kebenarannya dan up to date
7 Saya sering melihat dan membaca 0,755 0,05 Valid
informasi  tentang pajak/sosialisas
tentang paak dimedia sosid
(youtube, instragram. facebook, dil)
8 Setujukan anda bahwa penyuluhan 0,772 0,05 valid
pajak merupakan sarana penyampaian
informasi perpajakan kepada wajib
pajak

9 Setujukah anda bahwa dengan adanya 0,833 0,05 Valid
sosialisasi perpgakan ini  dapat
memberikan  pengertian  kepada
masyarakat mengenai  pentingnya
pajak

10 | Setujukah anda bahwa dengan adanya 0,858 0,05 Valid
sosidlisas  perpajakan ini  dapat
membantu  masyarakat mengenai
pentingnya pajak

11 | Petugas/aparat pajak menawarkan 0,762 0,05 valid
kenyamanan  pelayanan  dalam
memberikan informasi kepada wajib
pajak dengan melengkapi penjelasan
melalui brosur

Sig < = Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan pearson correlation. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat
signifikans di bawah 0,05

Dari data pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing
indikator variabel ukuran usaha yang digunakan dalam penelitian ini < tingkat O yang
digunakan yakni 0,05 (sig<a = 0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua
indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam

penelitian ini.
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Tabel .6 Uji Validitas Data Variabel Sanks Perpajakan

No Indikator Corrected | Kriteria | Keterangan
Item-Total Uji
Correlation | Validitas

1 DJP harus bersikap tegas dan jelas 0,899 0,05 Valid
terhadap wajib pajak yang melanggar

2 Sanksi pgak yang tegas dan jelas 0,901 0,05 Valid
mampu meningkatkan kedisiplinan
wajib pajak

3 | Sanksi pajak diberikan kepada wajib 0,885 0,05 Valid
pajak harus sesuai dengan jenis
melanggarnya

4 Penerapan sanks pajak harus sesual 0,895 0,05 Valid
dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku

5 Sanksi dalam SPT Tahunan sangat 0,872 0,05 Valid
diperlukan

6 Mengiss SPT Tahunan harus sesual 0,891 0,05 Valid
dengan peraturan yang berlaku

7 Melakukan evaluas secara berkala 0,860 0,05 Vvalid
uuntuk mengantisi pasi adanya
pemeriksaan dari apparat

8 Sanksi pajak yang dikenakan kepada 0,825 0,05 Valid
pelanggarnya harus tanpatolerans

Sig< = Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan pearson correlation. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat
signifikansi di bawah 0,05

Dari data pada tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing
indikator variabel Umur Usaha yang digunakan dalam penelitian ini < tingkat O Yyang
digunakan yakni 0,05 (sig<a = 0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua
indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam

penelitianini.
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Tabel .7 Uji Validitas Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No Indikator Corrected Kriteria | Keterangan
[tem-Total Uji
Correlation | Validitas

1 | Wagjib pajak mendaftarkan diri untuk 0,817 0,05 valid
mendapatkan NPWP secara sukarela

2 Saya telah melakukan pengisian 0,859 0,05 valid
formulir pajak dengan jelas dan benar
sesual dengan ketentuan.

3 Saya seladu mengis SPT (Surat 0,852 0,05 valid
Pemberitahuan) Tahunan  sesual
dengan ketentuan perundang-
undangan

4 Saya telah menyampaikan SPT 0,828 0,05 valid
Tahunan sebelum batas  akhir
penyampaian SPT

5 Saya selau menghitung paak 0,835 0,05 valid
terutang dengan  benar  dan
membayarnya tepat waktu

6 Saya selau membayar kekurangan 0,903 0,05 valid
paj ak sebelum dilakukan pemeriksaan

7 Saya selalu membayar SPT Tahunan 0,866 0,05 Valid
tepat waktu /sebelum jatuh tempo

8 Saya sukarela membayar tunjangan 0,785 0,05 Valid
pajak

9 Saya tidak mempunyai tunggakan 0,818 0,05 Valid
pajak
Saya tidak pernah dipidana terkait
pelanggaran pajak

10 | Saya tidak pernah dipidana terkait 0,839 0,05 valid
pelanggaran pajak

11 | Saya telah melakukan pembukuan 0,907 0,05 Valid
atau pelaporan pajak dengan benar
danjelas

12 | Saya menyampai kan/mel aporkan 0,835 0,05 Valid
SPT ke KPP (Kantor Pelayanan
Pajak) sebelum batas waktu

13 | Petugas paj ak melakukan 0,835 0,05 Valid

pemungutan pajak sesual peraturan
perundang-undang yang berlaku

Sig <= Valid

Sumber: Data Diolah, 2023
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Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan pearson correlation. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat
signifikansi di bawah 0,05

Dari data pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing
indikator variabel sosialisas SAK UMKM yang digunakan dalam penelitian ini < tingkat o
yang digunakan yakni 0,05 (sig < a = 0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan dalam
penelitian ini.

Uji Reliabilitas Data

Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1), terdiri atas 11 item pernyataan, Variabel
Sosialisas Perpajakan (X2) terdiri dari 10 pernyataan, Variabel Sanksi Perpajakan (X3) terdiri
dari 8 pernyataan dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri atas 13 item pernyataan.
Hasil uji validitas dengan menggunakan sistem SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukan pada
tabel 8 berikut:

Tabel .8 Hasil Uji Reabilitas

No | Variabel Batas Bawah Cronbach's Alpha

1 Penerapan Sistem eFiling 0,950

2 Sosialisas Perpajakan 0.60 0,941

3 Sanksi Perpajakan - 0,958

4 Kepatuhan Wajib Pajak 0,967
Cronbach's Alpha > 0,60 = Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk masing-masing
variabel yaitu Penerapan sisstem efiling, sosidisas perpgjakan, sanksi perpajakan dan
kepatuhan wajib pajak memiliki nilai di atas 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
indikator dalam penelitian ini adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian
ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui secara simultan bahwa terdapat pengaruh
dari Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Maumere. Hal ini dapat diketahui nilai F-hitung yang
memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 5% atau
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0,05. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang
signifikansi dari Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisas dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pgjak Orang Pribadi pada KPP Pratama Maumere.

Pengar uh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat dikatakan bahwa penerapan sistem e-
filing (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini konsisten
dengan perbandingan ttable dengan thitung dimana nilai thitung sebesar 3,806 ttable sebesar
1,984. Nilai t hitung lebih besar dari nilai ttable atau thitung > ttable, maka dapat disimpulkan
bahwa variabel penerapan sistem e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Maumere maka (H:) diterima. Penerapan sistem e-
filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena, memberikan
kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online sehingga dapat
menghemat biaya dan prosesnyalebih efektif, aman dan cepat sehinggatidak memakan banyak
waktu. Hal tersebut membuat wajib pajak merasa puas akan perkembangan teknologi yang
semakin maju yang dapat membantu meringankan pekerjaan wajib pajak karena memberikan
manfaat bagi mereka dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya dimana pun dan
kapan pun ketika wajib pajak memiliki waktu luang.

Menurut (Waryadana, 2018:14) E-filing sebagai salah satu program modernisas
perpgjakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPH pribadi, untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak E-filing sebagai salah satu program modernisas perpajakan guna
memudahkan penyampaian SPT tahunan PPH pribadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Sistem ini dipandang memberikan manfaat bagi wajib pajak wajib pajak orang pribadi
sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak wajib pajak orang pribadi (Mahendra,
2019:83).

Penelitian ini sgjalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Widhiyani
(2019) dan Yusuf (2021). Kedua penelitian tersebut menyinggung pembahasan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukan korelas
positif dimana penerapan e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di KPP Pratama Ciamis (2021). Hal tersebut juga didukung dengan adanya
penelitian yang dilakukan oleh Mertayasa (2021) menyatakan bahwa penerapan e-filing
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar sehingga
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pelaporan pajak.
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Pengar uh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat dikatakan bahwasosialisasi perpajakan
(X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini konsisten dengan
perbandingan ttable dengan thitung dimananilai thitung sebesar 3,095 dan ttabl e sebesar 1,984.
Nilai thitung lebih besar dari nilai ttable atau thitung > ttable, maka dapat disimpulkan bahwa
variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi maka (H:) diterima. Dengan diterimanya hipotesis kedua yaitu variabel
sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjelaskan
bahwa sosialisas perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dalam merubah cara berpikir
seseorang dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar kewajiban
perpajakannya. Artinya semakin sering sosiadlisasi dilakukan maka akan semakin tinggi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Peran aktif dari pemerintah
juga dibutuhkan untuk memberikan sosidlisas secara intensif akan keberadaan pajak.
Begitupun juga berbagai upayadari DJP juga dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan, dan
pemahaman kepada masyarakat serta menyadarkan masyarakat khususnya untuk wajib pajak
agar mengetahui perpgjakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpgjakan dengan
metode-metode yang seharusnya melalui penyuluhan atau sosialisasi dalam beragam bentuk
program, dan sarana-sarana penunjang lainnya.

Menurut (Hartana, 2018:55) Sosialisas perpajakan merupakan upaya untuk memberi
pengertian informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan perundang-undangan dengan media komunikasi. Sesuai sosialisas
perpgjakan mendekatkan pemerintah atau yang memungut dan masyarakat yang dipungut
melalui informasi mengenai peraturan pagjak terbaru dan informas lain yang diharapkan
melalui sosialisasi perpajakan timbul rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak untuk
mel aksanakan kewajiban perpajakannya (Suriambawa, 2018).

Penelitianini sgjalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Afigoh (2022).
Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh
Agustini dan Widhiyani (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan peran aktif dari pemerintah
dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau
sosialisas secara rutin insentif.
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Pengar uh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan
(X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pgjak (Y). Hal ini konsisten dengan
perbandingan ttable dengan thitung dimananilai thitung sebesar 5,586 dan ttabl e sebesar 1,984.
Nilai thitung lebih besar dari nilai ttable atau thitung > ttable, maka dapat disimpulkan bahwa
variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka (Hs)
diterima. Hal ini berarti bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga berarti bahwa semakin semakin baik sanksi
perpagjakan maka akan meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam menjalankan
kewajiban perpajakannya begitu juga sebaliknya semakin buruk sanks sanksi perpajakan maka
akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, ini
karena dengan adanya sanksi hukum akan membuat wajib pajak melakukan kewajiban mereka,
ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak meningkat.

Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpgjakan merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan undang-undang perpajakan atau norma perpagjakan akan ditaati atau
dipatuhi, dan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak
tidak melanggar norma perpajakan. Sanks perpajakan berkaitan dengan control believe, karena
adanya sanksi pajak yang dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang
ada

Penelitian ini sgjalan dengan penelitian yang oleh Puput Solekah (2018) menyatakan
bahwa sanksi pgjak berpengaruh positif terhadapat kepatuhan wajib pajak dapat diterima.
Artinya semakin berat dan efektif sanks pagjak yang terapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib
pajak. Hasl ini juga sgalan dengan hasil penelitian dari Kasumafanto (2018) menyatakan
bahwa sanksi pgjak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung
karena sanksi diperlukan untuk mencegah perilaku wajib pajak agar tidak melanggar norma
perpajakan.

Pengaruh Antara Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisass Dan Sanksi  Perpajalan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa apabilanilai tingkat signifikansi F < 0.05 atau
Fhitung> Ftabel’ maka H4 diterima dan menolak HO’ artinya variabel bebas secara simultan
berpengaruh terhadap variabel terikat. Menurut (Waryadana, 2018:14) E-filing sebagai salah
satu program modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPH

pribadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pgjak E-filing sebagai salah satu program
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modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPH pribadi untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini dipandang memberikan manfaat bagi wajib
pajak wajib pajak orang pribadi sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak wajib
pajak orang pribadi (Mahendra, 2019:83). Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpgjakan atau norma
perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanks perpajakan berkaitan
dengan control believe, karenaadanya sanksi pajak yang dapat membuat wajib pajak mematuhi
peraturan perpajakan yang ada.

Hasil penelitianini sejalan dengan penelitian yang diakukan oleh Agustini & Widhiyani
(2019) dan Yusuf (2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisas dan
Sanksi Perpgjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dimana hasil penelitian
menunjukan bahwa penerapan sistem e-filing, sosialisas dan sanksi perpgakan secara

bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang
telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis penerapan sistem e-filing (X1) berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini didukung dengan
kemudahan wajib pagjak dalam melaporkan SPT pgaknya secara online dan realtime
dimana prosesnya |ebih efektif sehingga membuat wajib pajak patuh dalam membayar
dan melaporkan pajak terutangnya dengan tepat waktu dan wajib pajak merasa puas
dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin sering
sosialisasi dilaksanakan makasemakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan dengan
adanya sosidlisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap
kepatuhan wajib pajak yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak dalam
beragam bentuk, cara sosialisasi, atau penyuluhan yang dilakukan.

3. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sanksi perpgjakan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin
baik sanksi perpajakan yan diterapkan atau semakin tegas pula sanksi yang terapkan
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Saran

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pagjak orang pribadi, karena dengan adanya
sanksi hukum akan membuat wajib pajak melakukan kewajiban mereka. Ketegasan
sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
dapat meningkat.

Berdasarkan hasil analysis menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing (X1),
sosidlisasi (X2) dan sanksi perpgjakan (X3) bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Maumere.

Dengan melihat hasil analisis data dan kesimpulan diatas maka dapat diambil beberapa

saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1

Pihak Direktorat Jendral Pajak diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan
pembaruan sistem administrasi perpagjakan agar lebih menigkatkan kepatuhan wajib
pajak, pihak DJP juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan kegiatan sosialisasi
dalam bentuk penyuluhan dimana memberikan informasi, pengetahuan, dan motivasi
kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar dan melaporkan pajak.

Pihak Kantor Pelayanan Pajak diharpan |ebih tegas|agi dalam pemberian sanksi kepada
wajib pajak agar tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban dan melaporkan serta
membayar pajak.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel dan menambah variabel
lain yang lengkap untuk menjelaskan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak.
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